BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan
pada bab-bab terdahulu, berikut disgikan kesimpulan yang merupakan
jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagal berikut:
Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu,
pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan yang didasarkan
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh
Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya seperti, dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti,
dan Pasal-Pasal Peraturan Pidana yaitu Pasal 362 KUHP. Selain itu juga,
Pertimbangan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim adalah pertimbangan
nonyuridis, yaitu mengenai kepribadian terdakwa anak, kondis metal dan
jiwa, sertalatar belakang dilakukannya perbuatan tersebut. disamping itu perlu
juga dipertimbangkan mengenai keadaan keluarga dan lingkungan sekitar

tempat anak tersebut tinggal.
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B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara
anak diharapkan mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan
memperhatikan keadaan-keadaan dari diri s terdakwa anak tersebut, karena
anak adalah anak, bukan orang dewasa kecil. Anak merupakan bagian
penerus generas muda sebagal generasi penerus bangsa. Oleh karena itu,
Hakim dalam menjatuhkan putusan diperlukan pertimbangan-pertimbangan,
sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penjatuhan putusan
terhadap s terdakwa anak itu tidak merusak masa depan dari s terdakwa

anak tersebut.
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